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GliBERNUR  ACE.I.I

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 300.2 /382/2026

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang    :  a. Eeftrwfmg::r:d.n:g.tffa¥digA:::uE?i:aff:ieF:T#!t:ihk::L¥9ru!|:h:f:!:#g:

b. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  54  Peraturan  Pemerintah
Nomor 21  Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

:¥¥easrie:i:!!,i::anfE:dhe|P:e:F#SiE!:;arEi::::?Fa:p!:1::s:n:g;#::c.§r:cE±]h±jr=;ig:g§k::¥i±;s:t;a;E:i:%r¥£A:c::Fe¥if:::ii:i;i#:kF:

Hidrometeorologi di Aceh;
d.E#ruwfaab,erf:#bandpfrt#ubr¥u¥8:rf:Pi:8¥n=taapdiEiakfr:§u€:s=

geuB:=T1#e=tFeg:=n:tffd=oEee=e=:=3=Rtcaethu;sTransisiDarurat
Mengingat          :    1.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun   1956  tentang  Pembentukan

Peafrb¥ntu&tfn°Eop]¥:£PiEsiat%ijaehutadrda¥]   Perubahan   Peraturan
2.#:gd£:8;¥Fe:sE°g=rBLeLb:sahd:?i±:fu9p::#Espanfekeenp¥t¥s:ae?
3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;
5.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

3:ar=g_S€Ea8#gmN=otreL#aE::bnezaop2a6¥ealnft£:bpgn|yteesru¥#±edn£¥}
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penariggulangan Bencana;
7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 22  Tahun  2008  tentang Pendanaan

dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8.  Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019  tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;
9.  Peraturan FTesiden Nomor  17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.:i:aiutE|±aggdff:N:ai:¥::T:an£C¥aid#±fiT:i|E¥,apg:y=|oern5esTfhau=

12.Z8r2aoti:#£:dp¥|nNriL°an±Pbe=TRE#fraanal;BencanaNomor4Tahun

13.::LauT2ngL¥etpe#taanB:ggteNmas±°onmala::gFe#Fang=B:ni:£taBNe:T:a3
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Memperhatikan  :    1.  Keputusan  Gubernur Aceh  Nomor  loo.3.3.3/ 1416/2025  tentang
Penetapan     Status     Keadaan     Tanggap     Darurat     Bencana
Hidrometeorologi di Aceh;

2.  Keputusan   Gubemur   Aceh   Nomor   300.2/1446/2025   tentang
Penetapan    Perpanjangan    Status    Keadaan   Tanggap   Darurat
Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025;

3.  Keputusan  Gubernur Aceh  Nomor  100.3.3.3/ 1469/2025  tentang
Penetapan    Perpanjangan    Status    Keadaan   Tanggap    Darurat
Bencana Hidrometeorologi di Aceh;

4.  Keputusan    Gubernur    Aceh    Nomor    300.2/05/2026    tentang
Penetapan    Perpanjangan    Status    Keadaan   Tanggap    Darurat
Bencana Hidrometeorologi di Aceh;

5.  Keputusan    Gubernur    Aceh    Nomor    300.2/40/2026    tentang
Penetapan    Perpanjangan    Status    Keadaan   Tanggap   Darurat
Bencana Hidrometeorologi di Aceh;

6.  Keputusan    Gubernur    Aceh    Nomor    300.2/69/2026    tentang
Penetapan   Status   Transisi   Darurat   ke   Pemulihan   Bencana
Hidrometeorologi di Aceh;

7.  Surat  Kepala  Pelaksana  Badan  Penanggulangan  Bencana  Aceh
Nomor  300.2.2/470  tanggal  22  April  2026  perihal  Laporan  Kaji
Cepat Transisi Darurat Bencana;

8.  Surat  Kepala  Pelaksana  Badan  Penanggulangan  Bencana  Aceh
Nomor  300.2.2/472  tanggal  27  April  2026  perihal  Permohonan
Rekomendasi   Perpanjangan   Transisi   Darurat   dari   Direktorat
Jenderal   Bina   Administrasi   Kewilayahan   Kementerian   Dalam
Ne8eri;

9.  Surat  Kepala  Pelaksana  Badan  Penanggulangan  Bencana  Aceh
Nomor  300.2.2/473  tanggal  27  April  2026  perihal  Permohonan
Rekomendasi  Perpanjangan  Status Transisi  Darurat  dari  Kepala
Badan Nasional Penanggularigan Bencana;

10.  Surat   Kepala   Balai   Pelaksanaan  Jalan   Nasional  Aceh   Nomor
PR021/B/Bpjnl/2026/1021    tanggal    21    April    2026    perihal
Justifikasi   Permohonan   Perpanjangan   Status   Masa   Transisi
Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSRAN:
Menetapkan
KESATU

KEDUA

Menetapkan  Perpanjangan  Status  Transisi  Darurat  ke  Pemulihan
Bencana Hidrometeorologi di Aceh.
Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di
Aceh  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  Kesatu  berlaku  di   18
(delapan   belas)   Kabupaten/Kota   di   Aceh   meliputi   Kota   Langsa,
Kabupaten  Aceh  Timur,  Kota  Lhokseumawe,  Kabupaten  Bireuen,
Kabupaten Pidie,  Kabupaten Aceh Tenggara,  Kabupaten Gayo  Lues,
Kabupaten Bener Meriah, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil,
Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat,
Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara,
Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Pidie Jaya.

KETIGA              :   Perpanjangan   Status   Transisi   Darurat   ke   Pemulihan   Bencana
Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
berla]ni  selama  90  (sembilan  puluh)  hari  terhitung  mulai  tanggal
30 April 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.

KEEMPAT          :   Dengan    Penetapan    Perpanjangan    Status   Transisi    Darurat   ke
Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu menugaskan kepada Instansi/ Perangkat Daerah
terkait untuk melanjutkan langkah-langkah strategis yang diperlukan
dan melanjutkan penanganan transisi darurat lainnya berupa:
a. penuntasan   penanganan   darurat   infrastruktur   berupa  jalan,

jembatan baik kewenangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
di seluruh wilayah terdampak Bencana Hidrometeorologi Aceh akhir
Tahun 2025;

b. penuntasan
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b.ie;i¥t:ais:icch:ey:[i|::r#eN:¥:#o:aoHE==iegr::e::kei:g[`:e:nsF=AETi

c.i:Faupn(tfiiRErpo,s::gEe=¥:;l£=:#=bu=t#npce=:,angunanHunian

d.£e:nL¥iratfkprEJirffi|%ffpa%ek:I:y:¥alugnm¥#£is?°esit:rn::a#+Ft::ty::d¥fi:fa±d°A¥c:e#

Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  menumpang  di  rumah-rumah
kerabat;

e. Poni9siit£Sukn=ukpke::B=¥eng=:hka:L¥fapg££:e°:t°£T  dan  dukungan

f.iiE]jstLff±F?raja:niEa:E:ftgffknt:e:1e¥d==sk:an=pa;tnff#T:i#:sffidi:a:

1. Akses jalan dan jembatan;
2. Sarana air bersih dan drainase; dan
3. F:SiLitassuppL:aL%Fs¥k ±uatL;:±aast:r  guna  menjanin  kelancaran

8. gter%#£t=b=:£abpesr££afiat?n dan antisipasi bencana susulan dengan

1.a:ea:sfi¥iaaaLTfuti::iffgq:'|:pfEg::t:g#:ifr;ot,y:apg,tgerdkfaiffia!!ifgodl£

:%:§¥I¥|t£§§cek¥#r:i°:riii#i:iir¥i§A¥h§ji¥atthiLeeii#kie£:£ii§
h.ET:rsc±?a±e¥i3:¥#s=si¥nd8:P;e¥¥oTmi:nermaa%?E=#atprastruktur
`FiEiir:gii:¥i;!i!iE-:i!jiai:iriikFFingje,!ig!?s:=an±±e:;E

REL[MA          ff:Bi¥T:+in¥:ri::iF[¥:+Kffiei#a:Ejie¥ifeAifb¥+9¥ia:iap¥nbies¥g;:iH:

KEENAM            :   Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, rfu 2026

11   Dzulqaidah 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari KeDutusan ini disamDaikan keDada:


